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Kota Pontianak
Jadi Pilot Project
Kota Antikorupsi

PONTIANAK - Kota Pontianak akan menjadi pilot
project kota antikorupsi se-Indonesia oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indone-
sia (RI). Gerhard Harryjul, Spesialis Peran Serta
Masyarakat KPK RI menerangkan, dipilihnya Kota
Pontianak menjadi pilot projectkarena memenuhi 19
komponen dan enam indikator penilaian.

“Korupsi adalah perilaku yang tidak baik, jadi KPK
hadir dengan program kota antikorupsi,” katanya,
usai Observasi Calon Percontohan Kabupaten/Kota

' Antikorupsi, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA)
- Kantor Wali Kota, Kamis (7/3). Gerhard menyam-
paikan, pihaknya melihat nilai Monitoring Center
of Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas
(SPI) Kota Pontianak yang tinggi untuk menjadi pilot

" Sambungan dari halaman9

Ia menyebut, penilaian
tersebut juga menggan-
deng pakar dan pemerhati
pemerintah daerah.

“Kami juga bekerjasa-
ma dengan kementerian
terkait untuk menentukan
pilot project,” ujarnya.

Pj Wali Kota Pontianak
Ani Sofian mengatakan,
Pemerintah Kota (Pem-
kot) Pontianak senan-
tiasa berkomitmen untuk
memberantas segala jenis
perilaku korupsi. Dirinya
mengajak seluruh ele-
men instansi untuk bahu-
membahu memberantas
korupsi dalam berbagai

project kota antikorupsi.
upaya. Mulai dari penega-
kan aturan atau sosialisasi
preventif dari tingkat pal-
ing bawah.

“Semua orangberkomit-
men, pimpinan berkomit-
men, jajaran pejabat
berkomitmen sampai
kepada masyarakat juga

berkomitmen, maka pada .

saat itulah sebuah antiko-
rupsi tercipta,” sebutnya.

Ani menerangkan, MCP
Kota Pontianak meningkat
di setiap tahun. Terakhir
pada 2023, mencapai nilai
93,19 persen. Selanjut-

nya adalah nitai SPI Kota

Pontianak sebagai yang
tertinggi di Kalimantan

‘Barat (Kalbar) dengan

nilai 77,80 persen. Kota
Pontianak juga mendapat
penghargaan lain seperti
kota bebas pungli, ke-
patuhan tinggi pelayanan
publik peringkat dua se-
Indonesia gerta penghar-
gaan lainnya.

“Capaian daf.peng-

hargaan yang telah kita
dapatkan tersebut, hen-
daknya menjadi penye-
mangat kita pada hari ini
untuk konsisten dan terus
melakukan upaya-upaya
pemberantasan korupsi,”
tutur Ani. ;
Untuk memperkuat
pondasi antikorupsi,
Pemkot Pontianak juga
telah banyak menerbitkan

regulasi dalam mencegah
tindak pidana korupsi,
seperti regulasi terkait
gratifikasi, konflik ke-
pentingan, pungutan liar
(pungli) sampai media
pengaduan terbuka bagi
Aparatur Sipil Negara
(ASN) di lingkungan Pem-
kot Pontianak. Ani menu-
turkan, regulasi lainnya
tengah dipersiapkan
dengan menyesuaikan
perkembangan zaman.
“Sosialisasi antikorupsi
pun telah banyak dilaku-
kan, baik di lingkup inter-
nal pemerintahan mau-
pun kepada masyarakat
dalam berbagai bentuk,’
tutupnya. (mrd/r)
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